PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARITENTANG

SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBATANG HARI,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan
bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan
Peraturan Pem erintah Nomor 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka
perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Susunan

Organisasidan Tata Kerja Dinas — dinas D aerah;

bahwa Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah berdasarkan
kewenangan pemerintah yang di miliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan
kebutuhan daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan
pembiayaan dengan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, rasional,
profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan

Otonomi Daerah ;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Haritentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas — dinas Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung

(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);

Undang—-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4262);

Peraturan Pem erintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

4263);

8. Keputusan



8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA DINAS -DINAS DAERAH.

Pasall

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas - Dinas Daerah

a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2001 tentang Swusunan

Organisasidan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4)

beserta Lampirannya kecuali BAB IlIl Pasal 6 ayat (1) hurufg beserta lampirannya.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabpaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3) beserta

Lampirannya.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3) beserta Lampirannya

Pasalll... ... ....



Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

pada tanggal 21 April 2004

BUPATI B

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 21 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

FUAD.M.JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2004 NOMOR 1

ABDUL

ATANG HARI

dto

FATTAH

ini



PENUJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARITENTANG

SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH

PENJELASAN UMUM

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Batang Hari dilakukan
sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konsekwensilogis dari
pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang - wundang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim bangan Keuangan antar

Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengngkatan, pemindahan
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat D aerah dan Peraturan Pem erintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil guna disempurnakan dan disesuaikan, dengan memperhatikan Kewenangan
Pemerintah yang dimiliki Daerah, karateristik, potensi dan kebutuhan Daerah, personil,
Perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip habis tugas, Perumusan tugas
pokok dan fungsi yang jelas, Fungsionalisasi, koordinasi, Integrasi, Kontinitas,

Konsistensian, efisiensi, fleksibilitas serta Visidan Misiyang jelas.
PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal | Cukup Jelas

Pasal Il Cukup Jelas



